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ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menuntut adaptasi kebijakan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar mampu menjangkau transaksi
melalui platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
regulasi, tantangan, dan peluang penerapan PPN digital di Indonesia
melalui metode Systematic Literature Review (SLR). Data diperoleh dari
20 artikel ilmiah terpublikasi pada periode 2019-2025 menggunakan basis
data Google Scholar dengan kriteria relevansi terhadap topik pajak digital
dan kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi PPN
digital mengalami perkembangan signifikan melalui PMK No.
48/PMK.03/2020 dan PMK No. 81 Tahun 2024, namun implementasinya
masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya
literasi pajak, serta tantangan pengawasan terhadap pelaku usaha digital
asing. Meskipun demikian, kebijakan PPN digital berpotensi
meningkatkan penerimaan negara, memperluas basis pajak, serta
memperkuat tata kelola fiskal melalui digitalisasi sistem pelaporan dan
kerja sama lintas yurisdiksi.

ABSTRACT

The development of the digital economy in Indonesia requires the adaptation of
Value Added Tax (VAT) policies to cover transactions through digital
platforms. This study aims to analyze the regulations, challenges, and
opportunities for implementing digital VAT in Indonesia through a Systematic
Literature Review (SLR) method. Data were obtained from 20 scientific articles
published between 2019 and 2025 using the Google Scholar database with
criteria relevant to the topics of digital taxation and tax compliance. The results
show that digital VAT regulations have undergone significant developments
through PMK No. 48/PMK.03/2020 and PMK No. 81 of 2024, but their
implementation still faces obstacles such as infrastructure limitations, low tax
literacy, and challenges in supervising foreign digital businesses. Nevertheless,
the digital VAT policy has the potential to increase state revenue, expand the tax
base, and strengthen fiscal governance through the digitization of reporting
systems and cross-jurisdictional cooperation.
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PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia pada satu dekade terakhir sangat
signifikan (Purnomo et al., 2021). Tercatat bahwa nilai ekonomi digital di Indonesia
atau GMV (Gross Merchandise Value) sudah sampai lebih dari USD 80 miliar,
sehingga menjadikannya satu pasar digital terbesar pada Asia Tenggara (Das Kaushik
et al.,, 2018). Transaksi yang terjadi bukan hanya melalui marketplace dan e-
commerce, melainkan juga melalui layanan OTT (over-the-top), SaaS (software as a
service), sampai penyedia konten berbasis langganan (Purnomo et al., 2021).
Peralihan dari pola konsumsi tradisional menjadi digital berdampak signifikan
terhadap kebijakan pajak, terutama PPN (Pajak Pertambahan Nilai), yang sudah lama
menjadi sarana utama dalam penerimaan pajak konsumsi di Indonesia (Judijanto et
al., 2025). Apabila PPN tidak dapat mengikuti perubahan yang semakin rumit dalam
transaksi digital, dapat menjadi sebuah kesenjangan pajak yang besar, yakni
perbedaan antara pajak yang seharusnya dipungut dan pendapatan nyata yang harus
diterima negara (Mpofu, 2022). Hal ini bukan hanya menyebabkan rugi dalam
pendapatan, juga menciptakan ketidakadilan antara pelaku bisnis yang patuh dengan
pelaku usaha digital yang memanfaatkan celah regulasi (Mazur & Serafin, 2023).

Sebagai tanggapan, diberlakukannya sejumlah kebijakan oleh pemerintah
Indonesia, termasuk PMK (Peraturan Menteri Keuangan) mewajibkan penyedia
layanan digital asing untuk memungut PPN atas konsumsi produk digital di
Indonesia (Elisabeth, 2023). Kebijakan ini juga menetapkan platform e-commerce
domestik sebagai pemungut PPN untuk transaksi yang dilakukan oleh penjual yang
beroperasi melalui platform tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi
OECD yang menekankan platform digital perlu ditempatkan menjadi withholding
agent agar memastikan kepastian dan efisiensi pemungutan PPN (Syaharani et al.,
2024). Namun, pengimplementasian di lapangan masih ditemukan beberapa
tantangan. Studi terdahulu mengungkapkan bahwa penyedia layanan digital luar
negeri tidak selalu mudah untuk diawasi dikarenakan tidak adanya kehadiran fisik
(permanent establishment) di Indonesia. Meskipun demikian, domestic platforms
menghadapi beban administratif yang cukup signifikan sebab harus bertindak sebagai
penerima PPN, terutama karena ada banyak small sellers dan micro, small, and
medium enterprises (MSMEs) dengan kapasitas compliance yang terbatas (Marbun
& Rahayu, 2023).

Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur pelaporan serta
pertukaran data perpajakan (Dalimunthe & Parinduri, 2025). Indonesia menghadapi
hambatan dalam membangun sistem digital yang dapat mengintegrasikan data
transaksi secara real time antara platform dengan otoritas pajak (Mandiri et al.,
2024). Hal ini sejalan dengan beberapa negara maju yang sudah mengembangkan
sistem pelaporan elektronik terintegrasi, sehingga tercapainya efektivitas dalam
pengawasan terhadap PPN digital (Tay et al.,, 2022). Negara-negara ASEAN
memiliki variasi signifikan dalam mengatur PPN atas transaksi digital, mulai dari
penentuan batas minimum registrasi (threshold), mekanisme pemungutan, hingga
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kewajiban pelaporan (Sugeng et al., 2025). Perbedaan ini menunjukkan bahwa
Indonesia perlu merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik pasar
domestik yang didominasi oleh UMKM digital. Kondisi lemahnya sistem
pengawasan dan kepatuhan ini sejatinya juga tercermin pada sektor perpajakan lain
di Indonesia. Kebocoran Pajak Parkir di Surabaya, misalnya, disebabkan oleh
rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, serta adanya toleransi
terhadap pengemplang pajak (Hani & Djasuli, 2015). Temuan tersebut menunjukkan
bahwa tantangan kelembagaan dan perilaku kepatuhan menjadi faktor penting yang
turut memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan pajak, termasuk dalam konteks
PPN digital yang menuntut sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih adaptif.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia sebelumnya memberikan bukti bahwa
penerapan aturan pajak PPN digital masih kurang optimal (Wulandari et al., n.d.).
Salah satu hal yang penting ditemukan yaitu kesulitan dalam menjaga kepatuhan dari
penjual kecil, baik karena kurangnya pemahaman tentang kewajiban pajak maupun
keterbatasan sumber daya untuk memenuhi ketentuan administratif (Mpofu, 2022).
Disi lain dari pihak platform, mempunyai tantangan dalam melakukan pemungutan
otomatis terhadap sejumlah transaksi yang nominalnya besar dan bervariasi (Bellon
et al., 2022). Dengan ini, memperlihatkan adanya implementation gap antara desain
kebijakan yang tertuang dalam regulasi dan efektivitas penerapannya di lapangan
(Kumala, 2024). Maka dari itu, masalah yang dihadapi Indonesia tidak sekedar
bagaimana membuat aturan, melainkan bagaimana menciptakan mekanisme yang

realistis dan mampu mengatasi perbedaan kapasitas antara otoritas pajak, platform,
dan usaha kecil (Sibarani et al., 2024).

Penelitian ini semakin penting karena adanya suatu perkembangan regulasi
terbaru pada tahun 2024-2025, di mana pemerintah Indonesia saat ini sedang
melakukan evaluasi kebijakan baru yang menempatkan Platform Digital sebagai
pihak yang memotong atau memungut PPN secara langsung dari transaksi penjual
kecil (Sihaloho, 2025). Skema ini tidak hanya diyakini dapat meningkatkan
kepatuhan pajak dan memperluas pengumpulan PPN namun juga kebijakan ini juga
bisa memberi beban tambahan bagi penjual kecil jika tidak ada bantuan atau
dukungan yang cukup(Bellon et al., 2022). Hingga saat ini, belum banyak studi
akademik yang secara menyeluruh menganalisis hubungan antara regulasi, tantangan
dalam penerapan, serta peluang yang muncul dari kebijakan ini (Fahrudi et al.,
2022). Banyak literatur yang ada tetapi masih bersifat terpisah, baik dalam fokus
hukum, ekonomi, maupun administrasi, tanpa adanya kajian yang menyatukan
ketiganya secara sistematis (wijaya suparna et al., n.d.).

Penelitian ini disusun untuk menjawab gap tersebut dengan melakukan
systematic literature review (SLR) terhadap regulasi, tantangan, dan peluang PPN
atas platform digital di Indonesia. Keterbauan dari penelitian ini ada pada upaya
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untuk menggabungkan literatur internasional dan domestik terkini, termasuk
perkembangan kebijakan terbaru, dalam satu kerangka analisis yang menyeluruh.
Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam membangun kerangka konseptual
yang mengintegrasikan prinsip destinasi PPN, peran platform sebagai agen
pemungut, serta dinamika kepatuhan penjual kecil dalam konteks digital. Secara
sistematis, penelitian ini menyajikan hasil tinjauan literatur yang komprehensif
mengenai berbagai tantangan teknis dan kelembagaan dalam penerapan PPN digital
di Indonesia yang didasarkan pada temuan-temuan studi terdahulu untuk dapat
dijadikan acuan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengembangan kebijakan di
masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang bermakna bagi pengembangan kebijakan fiskal Indonesia di tengah
era digital yang terus berkembang.

Dilakukannya penelitian ini merupakan bentuk tanggapan terhadap pesatnya
perkembangan ekonomi digital, khususnya untuk mempertimbangkan pentingnya
regulasi, tantangan, dan peluang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas platform digital
di Indonesia dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan adaptif di era
digital. Berikut pertanyaan dalam penelitian ini:

METODE PENELITIAN

J

Pencarian jurnal database Google Scholar

(n=119)
- !

Screening 1 (n= 78) Penyaringan berdasarkan:
1. Ketersediaan akses
2. Area computer science and business, management and

Identification

accounting

I

Screening 2 (n= 77) Penyaringan berdasarkan:

1. Jurnal diterbitkan dalam rentang waktu 2019-2025

Screening

2. Jurnal Bahasa Indonesia
!

v

Screening 3 (n= 52) Penyaringan berdasarkan:
1. Document tvpe, publication stage dan source type
2. Berdasarkan kriteria inklusi

.

Jumlah akhir yang dapat dianalisis sesuai rumusan masalah
n=20)

[ Included ] [

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang menerapkan
metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menggunakan sumber dari
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beberapa literatur ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah:
merumuskan pertanyaan dari penelitian, menentukan standar inklusi dan eksklusi,
lalu memilih literatur, selanjutnya menyajikan dan menyiapkan data, dan yang
terakhir menarik kesimpulan. Artikel jurnal dicari di database Google Scholar
menggunakan Publish or Perish. Kata kunci yang digunakan adalah “Pajak
Pertambahan Nilai” and “Transaksi Digital” and “Kepatuhan Pajak”.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

RQ1 : Bagaimana perkembangan dan Kkarakteristik regulasi Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang mengatur transaksi pada platform digital di
Indonesia?

Perkembangan regulasi PPN atas transaksi digital di Indonesia menunjukkan
transformasi yang signifikan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) No. 48/PMK.03/2020 tentang pemungutan PPN atas Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PMSE) dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) No. 81 Tahun 2024. Regulasi ini menandai awal pengakuan formal terhadap
aktivitas ekonomi digital sebagai objek pajak konsumsi yang sah (Amandha Shafitri
et al., 2025; Sipi, 2022). Pemerintah Indonesia memperkuat kerangka hukum ini
melalui Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 dan Undang-Undang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (HPP) yang memfasilitasi mekanisme supplier collection bagi
pelaku usaha luar negeri serta penunjukan platform domestik sebagai pemungut PPN
(Poernomo & Irawan, 2022; Wijaya & Nirvana, 2021).

Pada tahun 2024, pemerintah mengenalkan konsep Significant Economic
Presence (SEP) dalam UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024, yang mengadopsi
pedoman OECD guna memberikan kepastian hukum dan memperjelas nexus
ekonomi digital lintas yurisdiksi (Tesalonika & Wala, 2025). Karakteristik utama
regulasi PPN digital di Indonesia meliputi penerapan tarif PPN sebesar 11%,
kewajiban registrasi bagi penyedia jasa digital asing, serta pelaporan elektronik
melalui sistem e-faktur dan Core tax (Khotmi & Setiawati, 2025). Selain itu,
Indonesia telah memperluas cakupan pajak digital hingga ke sektor over-the-top
(OTT), game online, dan layanan software as a service (SaaS) (Figkri et al., 2023;
Wandani & Wijaya, 2023). Regulasi tersebut sejalan dengan tren global, di mana
beberapa negara ASEAN juga telah menerapkan sistem pemungutan serupa dengan
menempatkan platform digital sebagai withholding agent untuk menjamin efisiensi
administrasi dan transparansi pelaporan (Sugeng et al., 2025). Secara keseluruhan,
regulasi PPN digital di Indonesia telah berkembang menuju sistem yang lebih
terintegrasi, meskipun masih membutuhkan penyempurnaan untuk mengakomodasi
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dinamika ekonomi digital yang terus berubah.

RQ2 : Apa saja tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pelaku usaha
dalam implementasi PPN atas platform digital di Indonesia?

Implementasi PPN atas transaksi digital menghadapi sejumlah tantangan yang
kompleks baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha. Dari perspektif otoritas
pajak, tantangan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur teknologi dan sistem
pengawasan yang belum mampu mengintegrasikan data transaksi digital secara real
time antara platform dan Direktorat Jenderal Pajak (Dalimunthe & Parinduri, 2025;
Mandiri et al., 2024). Penggunaan sistem Core tax yang mulai berlaku tahun 2025
dinilai belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi hambatan adaptasi
teknologi dan rendahnya literasi digital di kalangan wajib pajak (Khotmi &
Setiawati, 2025).

Bagi pelaku usaha terutama UMKM digital, kendala kepatuhan pajak masih
menjadi isu utama. Banyak penjual kecil belum memahami ketentuan perpajakan
digital, termasuk mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN (Lestari & Damayanti,
2019; Wijayanti, 2020). Tantangan lain mencakup beban administratif tambahan bagi
platform digital yang harus bertindak sebagai pemungut pajak (Wijaya & Nirvana,
2021), serta isu ketidakpastian tentang regulasi dan koordinasi antar lembaga (Triadi
& Apriyanti, 2025). Selain itu, perusahaan teknologi asing seringkali sulit diawasi
karena tidak memiliki permanent establishment di Indonesia, sehingga menyulitkan
penegakan hukum dan pengawasan (Sipi, 2022; Simanungkalit et al., 2025). Dalam
konteks internasional, perbedaan kebijakan PPN antarnegara juga menimbulkan
risiko double taxation maupun tax avoidance (WF Susmala et al., 2025). Oleh karena
itu, sinergi kebijakan lintas negara dan harmonisasi sistem pelaporan digital menjadi
langkah penting untuk mengatasi kendala implementasi tersebut.

Platform digital terhadap penerimaan negara dan perkembangan ekonomi
digital Indonesia?

Meskipun menghadapi tantangan struktural, penerapan PPN digital memiliki
potensi besar dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara.
Data empiris menunjukkan bahwa sejak implementasi kebijakan PPN digital tahun
2020, penerimaan pajak dari sektor ini telah mencapai Rp18,5 triliun sampai Februari
2024 (Novianty & Nuryani, 2025). Potensi penerimaan kumulatif bahkan
diperkirakan mencapai Rp32,32 triliun hingga 2025, menjadikan pajak digital
sebagai salah satu sumber pendapatan baru negara yang signifikan (Amandha
Shafitri et al., 2025). Selain itu, sistem pembayaran pajak berbasis e-wallet dan uang
elektronik dinilai mampu memperluas basis wajib pajak sekaligus meningkatkan
transparansi dan efisiensi pelaporan (Hasan et al., 2025).
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Berdasarkan perspektif ekonomi, regulasi PPN digital berpotensi menciptakan
ekosistem fiskal yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital
nasional (Affardi, 2024; Dwina et al., 2025). Penerapan pajak digital yang
terintegrasi dengan sistem keuangan syariah bahkan dapat mendorong distribusi
kekayaan yang lebih merata melalui integrasi dengan instrumen sosial seperti zakat,
infak, dan wakaf (Dwina et al., 2025). Selain itu, digitalisasi perpajakan juga
membuka peluang pengembangan inovasi teknologi administrasi pajak melalui
blockchain, artificial intelligence, dan smart contracts untuk mendukung efisiensi
dan akuntabilitas sistem perpajakan (Simanungkalit et al., 2025). Penerapan PPN
digital tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga
memperkuat fondasi tata kelola fiskal dan mendukung transformasi ekonomi digital
Indonesia yang berkelanjutan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian sistematis terhadap berbagai literatur, dapat

disimpulkan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas platform digital
di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan melalui penerbitan PMK No.
48/PMK.03/2020 dan PMK No. 81 Tahun 2024 yang menandai upaya pemerintah
dalam menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital.
Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan
infrastruktur teknologi, rendahnya literasi dan kepatuhan pajak pelaku usaha digital,
serta tantangan administratif bagi platform sebagai pemungut pajak. Meskipun
demikian, penerapan PPN digital memberikan peluang besar bagi peningkatan
penerimaan negara, perluasan basis pajak, dan penguatan tata kelola fiskal melalui
digitalisasi sistem pelaporan dan integrasi data perpajakan yang lebih transparan dan

efisien.

Saran
Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur digital perpajakan, meningkatkan

literasi serta kesadaran pajak bagi pelaku usaha terutama UMKM digital, dan
memperluas kerja sama internasional agar kebijakan PPN digital lebih efektif dan
adaptif terhadap perkembangan lintas yurisdiksi. Selain itu, platform digital

diharapkan dapat mendukung transparansi dan kepatuhan pelaporan pajak melalui
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otomatisasi sistem, sementara penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi
empiris terhadap dampak kebijakan ini terhadap penerimaan negara dan perilaku
kepatuhan wajib pajak guna memperkaya bukti ilmiah dan mendukung

penyempurnaan regulasi perpajakan di era digital
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